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BAB 11

TINJAUAN UMUM TRAFFICKING

A. Pengertian Tentang Trafficking

Sebenarnya kekhawatiran soal trafficking bukan saja isu lokal akan tetapi
menjadi isu global. Menurut laporan Asian Development Bank (ADB) paling tidak
sebanyak satu sampai dua juta manusia diestimasi telah diperjual belikan setiap
tahun diseluruh dunia. Menurut laporan tersebut, sebagian besar penjualan orang
berasal dari negara miskin, 150.000 dari negara Asia Barat dan 225.000 dari
negara Asia Tenggara.”

Istilah trafiking sendiri diperkenalkan oleh wacana PBB sebagai
tratficking in persons dengan defenisi sebagai berikut: “Perekrutan, pengiriman,
pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau
penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain. penculikan, penipuan,
kecurangan, penyalahgunaan kekerasan, atau posisi rentan, atau memberi atau
menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang
mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi™ 8

Identifikasi elemen dalam (rafficking in persons adalah mencakup
pemindah tanganan seseorang dari satu pihak, kepihak lain, menggunakan
ancaman atau pemaksaan, dengan tujuan eksploitasi. Trafficking tidak identik
dengan pelacuran, persoalannya masih menurutnya bukan satu-satunya tujuan
trafficking dan tidak semua kasus pelacuran adalah korban trafficking. Dalam
trafficking perlu elemen pemindah tanganan seseorang, dari satu pihak ke pihak
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lainnya dan menggunakan ancaman, penipuan dan penguasaan. Trafficking juga
bukan perdagangan perempuan karena didalamnya ada unsur bias gender
mengingat korban trafficking tidak selalu perempuan dan frafficking mengandung
elemen pengalih tanganan yang tujuannya bisa untuk apa saja, baik ekspolitsi
tenaga kerja (kasus bonded labor) atau untuk pembantu rumah tangga (PRT).

Trafficking juga bukan migrasi illegal, smuggling atau illicit transfer
karena dalam trafficking harus ada unsur constent (persetujuan sadar). Isu
trafficking bukan merupakan suatu pelangggaran keimigrasian melainkan
kejahatan. Trafficking in persons harus mencakup elemen pemindah tanganan
seseorang dari pihak satu kepihak lainnya, yang meliputi kegiatan rekrutmen,
transportasi (pengangkutan/ pemindahan). transfer (alih tangan), penampungan
dan penerimaan. Elemen berikutnya adalah menggunakan ancaman, pemaksaan,
peyalahgunaan kekuasaan atau posisi ketidak berdayaan, pembayaran atau
pemberian sesuatu untuk mendapatkan persetujuan (dari korban), atau untuk
menguasai korban. Akhirnya elemen rrafficking mencakup tujuan eksploitasi yang
meliput pemanfaatan orang dalam prostitusi atau dalam bentuk eksploitast seksual
lainnya, kerja paksa (tenaga fisik maupun layanan jasa), perbudakan atau praktek-
praktek menyerupai perbudakan, penghambaan (servitude) atau pengambilan
organ tubuh.

Menipu, meyekap, menganiaya, dan kemudian memperdagangkan anak-
anak perempuan untuk kepentingan eksploitasi seksual komersial sesunggguhnya
adalah bentuk tindak kejahatan kemanusiaan yang paling keji dan sangat melukai
perasaan. Bisa dibayangkan, hati siapa yang tak tertohok dan siapa pula vang tak
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mengutuk keras-keras ketika menyaksikan ada sekelompok orang yang tega
menjual serta menjerumuskan anak-anak belia yang masih lugu dalam dunia
prostitusi secara paksa demi kepentingan pribadi mereka.

Anak-anak di bawah umur yang semestinya memandang dunia dengan
mata berbinar, hidup aman-tentram di bawah perlindungan dan kasih saying
keluarganya, tiba, tiba harus tercerabut masuk ke dalam situasi yang eksploitatif
dan kejam, menjadi korban sindikat perdagangan anak dan diiacurkan. adakah
rasa peduli terbersit di benak kita akan nasib anak-anak perempuan vang menjadi
korban trafficking dan eksploitasi seksual komersial. Siapa pula sebetulnya yang
mesti bertanggung jawab menangani kasus perdagangan anak yang makin meluas
ke berbagai wilayah dan semakin mencemaskan.

Secara konseptual, yang dimaksud perdagangan perempuan dan anak-anak
sebetulnya tidak hanya untuk kepentingan prostitusi atau bisnis jasa pelayanan
seksual. Tetapi, intinya meliputi aktivitas perekrutan yang bernuansa penipuan
maupun paksaan, pemindahan manusia dari suatu tempat ke tempat lain-bisa antar
pulau atau bahkan lintas negara-untuk tujuan eksploitasi. Dalam berbagai kasus,
anak-anak yang diperdagangakan seringkali mereka diperkerjakan pada sector
yang berbahaya, pekerjaan terlarang, dijadikan kurir narkoba, untuk kerja paksa,
pembantu rumah tangga, mengemis bahkan dijadikan korban eksploitasi seksual
dalam bentuk pornograti, prostitusi maupun dikorbankan untuk para pedofil.
Terkadang juga anak-anak diculik untuk kepentingan adopsi atau bahkan tak
jarang sebagian di antaranya dimanfaatkan organ tubuhnya untuk kepentignan

medis. Yang belakangan ini sering terjadi dalam bentuk organ tubuhnya yang
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atau lilitan utang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebu,
baik dibayar maupun tida, untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik, seksual
atau reproduktif), dalam kerja paksa atau ikatan kena dalam kondisi seperti
perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal
pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan utang pertama kali™. " Hal yang perlu
disadari disini bahwa perempuan yang diperdagangkan, adalah korban yang sudah
dipindahkan kelingkungan asing.

Pengertian Trafficking yang umum dipakai di Indonesia adalah perekrutan,
pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, melalui
penggunaan ancaman atau tekanan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan,
penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan
atau memberi/menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan sehingga
mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain
tersebut, untuk tujuan eksploitasi (khususnya eksploitasi tenaga kerja dan
eksploitasi seksual). Pengertian ini diambill dari protokol PBB vang telah
diratifikasi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2000 silam.

Ada perbedaan mendasar antara perdagangan dan penvelundupan orang.
Penyelundupan orang lebih kepada pengiriman orang secara illegal dari suatu
negara ke negara lain yang menghasilkan keuntungan bagi penyelundup, akan
tetapi penyelundup hanya mengirimkan orang dan tidak mempunyai sebarang
tendensi apapun selain itu. Kalaupun timbul korban itu merupakan resiko dari
kegiatan yang dilakukan dan bukan merupakan sesuatu yang diniarkan
sebelumnya. Sementara perdagangan orang sejak awal sudah merupakan penipuan
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karena mengandung tujuan bahwa orang yang dikirim akan dieksploitasi
sedemikian rupa, dan korban (orang yang dikirim) tidak mengetahui apa-apa
mengenai tujuan tersebut. Penipuan dan pemaksaan atau kekerasan merupakan
unsur yang esensiil dalam perdagangan orang .

Mereka yang tergolong rentan terjebak dalam perdagangan manusia ini
adalah anak-anak dan perempuan, utamanya perempuan muda yang memiliki
tingkat pendidikan rendah dan tidak memiliki mata pencaharian tetap (kesulitan
ekonomi) meski tidak menutup kemungkinan lelaki juga dapat terjebak. Akan
tetapi biasanya yang dijadikan obyek trafficking ini adalah anak-anak dan
perempuan. Hal ini dikarenakan anak-anak dan perempuan memiliki pangsa pasar
yang tinggi dalam dunia perdagangan orang. Anak-anak biasanya dijual untuk
dijadikan pekerja atau untuk dijual sebagai anak adopsi (ingat kasus seorang anak
vang dijual, dengan mengatasnamakan adopsi, kepada sebuah keluarga Eropa).
Sedangkan perempuan utamanya perempuan muda dijual sebagai komoditas

untuk dunia pelacuran.

B. Ruang Lingkup Tindakan Trafficking

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang menjadi
lumbung rrafficking. Indonesia secara tidak langsung memiliki beberapa peran
dalam trafficking antara lain sebagai negara asal, perantara, dan tujuan. Korban
trafficking beragam mulai dari anak-anak, gadis belia, wanita dewasa, dan pria

vang diperdagangkan untuk eksploitasi seks dan kerja paksa. Jumlah korban
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pekerjaan ke luar negeri atau bahkan melakukan pekerjaan yvang tidak sesuai
dengan harapan masyarakat.

Hal ini diperburuk oleh dampak globalisasi yang tidak dapat dihindari
bangsa Indonesia. Faktor kemiskinan cenderung dimanfaatkan oleh pihak-pihak
tertentu untuk kepentingan bisnis, di mana korban diperjualbelikan bagaikan
barang yang tidak berharga melalui tipu muslihat. Sulitnya perekonomian
membuat masvarakat terjebak dalam lilitan hutang, kondisi inilah yang memaksa
masyarakat terjebak dalam praktek tratficking yang berupa tindakan menyewakan
tenaga anggota keluarga untuk melunasi pinjaman.

Orang vang ditempatkan sebagai buruh karena jeratan hutang rentan
terhadap perbudakan. Hingga saat ini dalam hubungan stuktural sosial
kemasyarakatan, perempuan dan anak-anak sering ditempatkan pada posisi
marginal yang terabaikan. Konsekuensinya, perempuan seringkali dianggap
sebagai objek dan barang yang dapat diperjualbelikan Perdagangan orang
sebenarnya sudah terjadi sejak lama, bukti tertulis tertua yang ditemukan
menunjukkan bahwa praktek ini sudah berlangsung sejak abad VI di wilayah
Romawi.

Di Indonesia sendiri sudah terjadi sejak zaman raja-raja Jawa dahulu,
perempuan merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Pada
masa itu, konsep kekuasaan seorang raja digambarkan sebagai yang agung dan
mulia. Raja mempunyai kekuasan penuh, antara lain tercermin dari banyaknya
selir yang dimilikinya. Beberapa orang dari selir tersebut adalah putri bangsawan
vang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan, sebagian lagi persembahan
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6. Beberapa Bentuk Buruh/Pekerja Anak — terutama di Indonesia.
Beberapa (tidak semua) anak yang berada di jalanan untuk mengemis.
mencari ikan di lepas pantai seperti jermal, dan bekerja di perkebunan telah

ditrafik ke dalam situasi yang mereka hadapi saat ini.

7. Tratiking/penjualan Bayi — baik di luar negeri ataupun di Indonesia.

Beberapa buruh migran Indonesia (TKI) ditipu dengan perkawinan palsu
saat di luar negeri dan kemudian mereka dipaksa untuk menyerahkan bayinya
untuk diadopsi ilegal. Dalam kasus vang lain. ibu rumah tangga Indonesia ditipu
oleh PRT kepercayaannya yang melarikan bayi ibu tersebut dan kemudian

menjual bayi tersebut ke pasar gelap.

Statistik untuk tratiking yang konkrit dan dapat diandalkan di Indonesia

masih sangat sulit untuk didapatkan, karena ke-ilegalan-nya dan.karena itu.
sifatnya tersembunyi. Meskipun demikian, informasi berikut ini mungkin dapat
memberikan gambaran cakupan dari masalah ini:
a. Buruh Migran: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi memperkirakan
bahwa pada tahun 2002 terdapat sekitar 500.000 warga negara Indonesia yang
bermigrasi keluar negeri untuk bekerja melalui jalur resmi. Berbagai LSM di
Indonesia (termasuk juga KOPBUMI) memperkirakan bahwa sekitar 1.4 sampai
2.1 juta buruh migran perempuan Indonesia saat ini sedang bekerja diluar negeri.
Organisasi-organisasi ini juga menyertakan jumlah buruh migran yang tidak
terdokumentasi yang melewati jalur-jalur ilegal kedalam perkiraan mereka.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin U“KSE@%‘S%M&?’(‘Pe‘SE%ﬁory uma.ac.id)26/7,/24



2
2

Egbertus Jiwa Budiman - Kajian Hukum tentang Tindak Pidana Trafficking terhadap....

b. PRT: Sebuah laporan dari konferensi 1LO-IPEC 2001 memperkirakan bahwa
ada sekitar 1.4 juta PRT di Indonesia, dan 23 persennya adalah anak-anak.
Pekerja Seks Komersial: Sebuah laporan Organisasi Perburuhan Dunia (ILO)
tahun 1998 memperkirakan bahwa ada sekitar 130.000 — 240.000 pekerja seks di
Indonesia dan sampai 30 persennya adalah anak-anak di bawah 18 tahun.

Oleh karena itu cara kita menghindar dari trafficking adalah dengan cara

berhati-hatilah dengan orang disekitar kita.

D. Objek dari Tindak Pidana Trafficking

Perdagangan manusia atau istilah Human Tratficking merupakan sebuah
kejahatan yang sangat sulit diberantas dan disebut-sebut oleh masyarakat
internasional sebagai bentuk perbudakan masa kini dan pelanggaran terhadap hak
asasi manusia. Kejahatan ini terus menerus berkembang secara nasional maupun
internasional. Dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi,
komunikasi dan transportasi. maka semakin berkembang pula modus
kejahatannya yang dalam beroperasinya sering dilakukan secara tertutup dan
bergerak di luar hukum."

Pelaku perdagangan orang (frafficker) pun dengan cepat berkembang
menjadi sindikast lintas batas negara dengan cara kerja yang mematikan.
Rendahnya tingkat ekonomi, pendidikan dan situasi psikologis inilah menjadi
salah satu penyebab yang tidak disadari sebagai peluang munculnya human
trafficking atau perdagangan manusia. Istilah yang kemudian diserap dalam
bahasa Indonesia dengan kata trafiking ini, sampai saat ini belum mendapat
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perhatian yang maksimal dari pihak-pihak terkait. Tidaklah mengherankan jika
korban trafiking terus berjatuhan, bahkan, rentetan korban demi korban masih
mungkin akan terus bertambah.

Perdagangan orang dapat mengambil korban dari siapapun, orang-orang
dewasa dan anak — anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya
berada dalam situsi dan kondisi yangm rentan. Modus yang digunakan dalam
kejahatan ini sangat beragam dan juga memiliki aspek kerja yang rumit. Dengan
perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi
maka semakin berkembang pula modus kejahatannya yang dalam beroperasinya
sering secara tertutup dan bergerak di luar hukum. Pelaku perdagangan orang
(trafficker) pun dengan cepat berkembang menjadi sindikasi lintas batas negara
dengancara kerja yang mematikan.

Sasaran yang rentan menjadi korban perdagangan perempuan antara lain:

a. Anak-anak jalanan

=n

. Orang yang sedang mencari pekerjaan dan tidak mempunyai pengetahuan
informasi yang benar mengenai pekerjaan yang akan dipilih

c¢. Perempuan dan anak di daerah konflik dan yang menjadi pengungsi

d. Perempuan dan anak miskin di kota atau pedesaan

e. Perempuan dan anak yang berada di wilayah perbatasan anatar Negara

f. Perempuan dan anak yang keluarganya terjerat hutang

g. Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, korban pemerkosaan
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tantangan bagi para aparatur hukum dan pemerhati terjadinyva tindak pidana
perdagangan orang, untuk kembali memperhatikan dan mempelajari unsur-unsur
dan sistem perlindungan hukum (terutama bagi saksi korban) dalam tindak pidana
perdagangan orang.

Di Indonesia penyusunan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang ternyata dimaksudkan untuk mewujudkan dalam Undang-
Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang terdapat unsur-unsur dan norma hukum yang baru dalam sistem hukum
pidana kita. Lahirnya UU No. 21 Tahun 2007 merupakan instrumen untuk
melindungi masyarakat dari bahaya tindak pidana perdagangan orang. Akan
tetapi, patutlah diwaspadai bahwa karakteristik tindak pidana perdagangan orang
ini, bersifat khusus dan merupakan extra ordinary crime, karena banyak
melibatkan aspek yang kompleks, dan bersifat transnasional organized crime,
karena melintasi batas-batas negara serta dilakukan oleh organisasi yang rapi dan
tertutup. Dengan demikian, strategi penanggulangan dan pemberantasannya harus
secara khusus pula. Oleh karena itu, diperlukan profesionalisme dan kehandalan
para penegak hukumnya untuk memahami ketentuan hukumnya dan melakukan
penegakan hukum yang konsisten dan berkesinambungan. Disamping dukungan
masyarakat melalui advokasi dan pemberdayaan seluruh lapisan masyarakat,
sehingga diharapkan tindak pidana perdagangan orang ini dapat ditekan bahkan
diberantas.

Penelitian ini merupakan penelitian awal untuk mengetahui berapa
banyak, jenis kejahatan perdagangan orang yang terjadi didaecrah-daerah di
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3. Keinginan Cepat Kaya

Keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi
memicu terjadinya migrasi dan membuat orang-orang yang bermigrasi rentan
terhadap trafficking.

4. Faktor Budaya:

Faktor-faktor budaya berikut memberikan kontribusi terhadap terjadinya
trafficking:

5. Peran Perempuan dalam Keluarga.

Meskipun norma-norma budaya menekankan bahwa tempat perempuan
adalah di rumah sebagai istri dan ibu, juga diakui bahwa perempuan seringkali
menjadi pencari natkah tambahan/pelengkap buat kebutuhan keluarga. Rasa
tanggung jawab dan kewajiban membuat banyak wanita bermigrasi untuk bekerja
agar dapat membantu keluarga mereka.

6. Peran Anak dalam Keluarga

Kepatuhan terhadap orang tua dan kewajiban untuk membantu keluarga
membuat anak-anak rentan terhadap trafiking. Buruh/pekerja anak, anak
bermigrasi untuk bekerja, dan buruh anak karena jeratan hutang dianggap sebagai
strategi-strategi keuangan keluarga yang dapat diterima untuk dapat menopang
kehidupan keuangan keluarga.

7. Perkawinan Dini .

Perkawinan dini mempunyai implikasi yang serius bagi para anak
perempuan termasuk bahaya kesehatan, putus sekolah, kesempatan ekonomi yang
terbatas, gangguan perkembangan pribadi, dan seringkali, juga perceraian dini.
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Anak-anak perempuan yang sudah bercerai secara sah dianggap sebagai orang
dewasa dan rentan terhadap trafiking disebabkan oleh kerapuhan ekonomi
mereka.

8. Sejarah Pekerjaan karena Jeratan Hutang.

Praktek menyewakan tenaga anggota keluarga untuk melunasi pinjaman
merupakan strategi penopang kehidupan keluarga yang dapat diterima oleh
masyarakat. Orang yang ditempatkan sebagai buruh karena jeratan hutang
khususnya, rentan terhadap kondisi-kondisi yang sewenang-wenang dan kondisi
yang mirip dengan perbudakan.

9. Kurangnya Pencatatan Kelahiran.

Orang tanpa pengenal yang memadai lebih mudah menjadi mangsa
trafiking karena usia dan kewarganegaraan mereka tidak terdokumentasi. Anak-
anak yang ditrafik. misalnya, lebih mudah diwalikan ke orang dewasa manapun
yang memintanya.

10. Kurangnya Pendidikan

Orang dengan pendidikan yang terbatas memiliki lebih sedikit
keahlian/skill dan kesempatan kerja dan mereka lebih mudah ditrafik karena
mereka bermigrasi mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian.

11. Korupsi & Lemahnya Penegakan Hukum

Pejabat penegak hukum dan imigrasi yang korup dapat disuap oleh pelaku
trafiking untuk tidak mempedulikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kriminal.
Para pejabat pemerintah dapat juga disuap agar memberikan informasi yang tidak
benar pada kartu tanda pengenal (KTP). akte kelahiran, dan paspor yang membuat
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buruh migran lebih rentan terhadap trafficking karena migrasi ilegal. Kurangnya
budget/anggaran dana negara untuk menanggulangi usaha-usaha trafiking
menghalangi kemampuan para penegak hukum untuk secara efektif menjerakan
dan menuntut pelaku trafficking.

Di era reformasi ini masalah hak asasi manusia merupakan elemen penting
yang harus diperhatikan manusia harus terbebas dari perbudakan atau
penghambatan dalam KUHP pasal 324-337 bangsa Indonesia menyatakan bahwa
perbudakan atau penghambatan merupakan kejahatan terhadap kemerdekaan
orang yang diancam dengan pidana penjara lima sampai dengan lima belas tahun.
Kendati demikian ada pihak-pihak vang tidak bertanggungjawab untuk kembali
melakukan perbudakan dan penhambatan itu ke dalam bentuk yang baru yaitu:
perdagangan orang (trafficking). Mereka memanfaatkan kemajuan teknologi
informasi, komunikasi dan transportasi yang mengakselerasi terjadinya
globalisasi. Praktek perdagangan orang beroperasi secara tertutup dan
terorganisasi sehingga membentuk sebuah sindikat yang tidak tersentuh oleh
hokum. Sindikat ini terus berkembang sehingga menembus lintas batas Negara.
Mereka dengan sangat halus menjerat mangsanya terutama perempuan dan anak-
anak menjadi korban perdagangan orang vang dieksploitasi dengan berbagai cara
sehingga korban menjadi tidak berdaya untuk membebaskan diri , seperti dengan
jeratan hutang, kesulitan ekonomi yang melilit dan kemiskinan.

Pada perkembangannya, praktik tindak pidana perdagangan orang di
Indonesia melangkah ke kondisi yang sangat mencemaskan. Maka wajar saja
indonesia sempat dimasukkan di daftar Negara yang mengabaikan penenganan
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bisnis pornografi, perdagangan narkoba, pekerja rumah tangga domestik maupun
migran vang undocumented, sampai pada variasi yang lebih terbaru yvaitu anak
jalanan (pengemis) sebagai komoditas seks, target kaum pedophilia atau korban
perdagangan organ tubuh manusia. Korban perdagangan perempuan dan anak
sebagian besar mengalami eksploitasi seksual dan dijadikan perempuan yang
dilacurkan (pedila) yang tersebar disejumlah tempat-tempat prostitusi.

Modus perdagangan orang yang juga banyak terjadi adalah penipuan yang
dilakukan oleh penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) terhadap para calon
TKI dan PJTKI yang menjadikan TKW hamil sebagai asset. Dalam kasus buruh
migran yang menjadi korban traficking, baik buruh migran yang illegal
(undocumented ~ workers)  ataupun  buruh  migran  yang  kehilangan
passport/passportnya ditahan oleh majikan, negara transit dan negara
penerima/tujuan  memperlakukan mereka sebagai imigran gelap dan
memuiangkan/mendeportasi mereka tanpa memberikan kesempatan kepada buruh
migran untuk tetap berada di negara penerima/negara transit dan memperoleh
kesempatan untuk mendapatkan penghidupan yang layak."”

Modus operandi dari tindak pidana trafficking adalah sebagai berikut:

(1) merekrut calon pekerja wanita 16-25 tahun;

(2) dijanjikan bekerja di restoran, salon kecantikan, karyawan hotel, pabrik
dengan gaji RM 500 s/d RM 1.000;

(3) identitas dipalsukan;

(4) biaya administrasi, transportasi, dan akomodasi ditipu oleh pihak agen;
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(5) tanpa ada calling visa atau working permit atau menggunakan visa kunjungan
singkat;
(6) putusnya jaringan; dan
(7) korban dijual, disekap, dan dipekerjakan sebagai PSK.

Modus yang terakhir sering sekali terjadi. Sedangkan jalur masuk sindikat
trafficking adalah sebagai berikut:'®
(1) Medan-Penang/[poh-Kuala Lumpur (menurut laporan KBRI di Kuala
Lumpur: tertangkap 3 sindikat berjumlah 6 orang dan sudah divonis Pengadilan
Negeri Medan dan Tebing Tinggi);
(2) T. Pinang/Batam-Staling Laut/Tg. Belungkor-Kuala Lumpur (1 sindikat, 5
orang, sudah divonis Pengadilan Tanjung Pinang);
(3) Jakarta-Pontianak-Entikong-Kuching-Kuala Lumpur dan;
(4) Nunukan-Tawau-Kota Kinabalu

Kasus perdagangan perempuan dengan modus pelacuran di luar negeri
adalah kasus yang paling umum terjadi. Bahkan, menurut data vang ada fenomena
ini makin meningkat dari tahun ke tahun. Menurut laporan Kantor Menteri
Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) tercatat sepanjang tahun 2005
saja ada 700 perempuan Indonesia telah dijadikan budak seks di negeri orang.
Jumlah itu diperkirakan terus meningkat jika penanganannya tidak diatasi secara
serius.

Perdagangan manusia dapat mengambil korban dari siapapun, orang-orang
dewasa dan anak — anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya

berada dalam situsi dan kondisi yang rentan. Namun Perdagangan manusia,
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perekrutan, pengiriman. penyerahterimaan orang. Kedua dengan menggunakan
kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan,
penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang.
Ketiga untuk tujuan mengeksploitasi, atau perbuatan yang dapat tereksploitasi

orang tersebut.
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4. Pelaku tindak pidana perdagangan orang bisa secara sendiri atau perscorangan,
juga bisa suatu badan hukum dan dilakukan antar lintas kota suatu negara, juga

antar lintas negara.

5. Selanjutnya upaya hukum yang digunakan untuk mencegah. menghukum,
pelaku maupun memberantas perdagangan orang yaitu dengan telah di sah kan
dan di undangkannya Undang-undang nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, diharapkan pada para Penegak
hukum khususnya Hakim dapat menerapkan hukuman yang maksimal terhadap
pelaku tindak pidana perdagangan orang, melindungi dan memberikan pelayanan

yang maksimal kepada korban.

6. Di samping Undang-undang nomor 21 tahun 2007, juga undang-undang terkait,
yaitu undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak hasasi manusia,
Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan dengan
telah berlakunya sistem otonomi daerah, maka diharapkan daerah merespon
Undang-undang tersebut diatas dengan membuat Perda-perda tentang

Pemberantasan Perdagangan Orang.

B. Saran
1. Penghapusan perdagangan orang terutama perempuan dan anak-anak tidaklah
mudah, karena jumlah masalah yang dihadapi sangat kompleks dan multi

demensional.
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